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PER.A,TURAN DAERAH KABUPATAN BET,ITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2OO5

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANf,SASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

KABT]PATf, I[ BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUH.{N Y,dNG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR.

Menimbang z a. bahrva penyelenggaraan otonomi daerah yang seiuas-luasnya
merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu
mengisinya dengan kegiatan yang tersusur dalam rencana strategis
daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung
Timur;

b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan ruRra.h
tangga daerah dibagi ha.bis ke dalam rencana kerja satuan kerja
perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah
berbentuk organisasi sekretariat daerah kabupaten yang mengelol.n
urusan kesekretariatan di Kabupaten Belitung Timur;

c. bahwa untuk mewujuclkan maksud tersebut pada huruf a dan b cli atas,
perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretal"iat
Daerah, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok*potr<ok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tarntrahail
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengain
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tatrrusr
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA3 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, l(abupateil
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung T'imur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tarnbaham
Lembaran Negara Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20A4 tsntang Fembentukalr
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran l*Iegara Tahun 200,4 1'"1 twerr
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatrian l)aerntr
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomar 125, Tarnbahan f-eurhaa.in r
Negara Nomor 4437);

2.

J .

4.

Li



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terrtang Perirnbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlah Daerah (Lerntraran
Negara Tahun 2004 Nomar 726, Tambahan Lembaran Negara Nornot
4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2043 tentang Pedonna-n
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersamn

DAWAN PNRWAKILAN RAKYAT II,dERAH KABUPATEN BELITUNG T[M{IS{
dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGAI"{IS.AS{
DAN TATA KEzuA SEKRETARIAT DAERAI{ KAFUPATEN
BELITUNG TIMT]R-

IIAB I
KETENTUAN TNTUM

Fasal I

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4'. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati adalah wakil Bupa!:i

Belitung Tirnur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DFRI) adatratr DPX?.D

Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kahupaten Eelitung Tiralur'.
7. Asisten, Kepala Bagran, Kepala Sub bagian adalah para asisten, piil'a

kepala bagian dan para kepala sub bagian di lingkungan Sekreta.riat
Daerah Kabupaten Belitung Timur.

8. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipitr cli
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB N
PEMBEI{TUKAN DAN KEDI]DUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Daerali ini, dibenftrk Organisasi Sekretariat fiaerah
Kabupaten.

Fasal3

sekretariat Daerah merupakan satuan kerja yang berkedurluken sei:agai
perangkat daerah.



BAB IU
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok merumuskan
kebdakan teknis dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, mengelola manajemen pengendalian pelayanan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sefta memberi
pelayanan teknis administrasi kepada Bupati, Wakil Bupati, dan segenap
pejabat dan staf di lingkungan organisasi perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal
4, Sekretariat Daerah mempulyai fungsi:

a. penJrusunan kebijakan teknis dalarn bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan;

b. pengelolaan manajemen pengendalian pelayanan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan; dan

c. pelayanan teknis administratif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan
segenap pejabat dan staf di lingkungan organisasi perangkat daerah
Kabupaten.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
Sekretaris Daerah;
Asisten-asisten;
Bagian-bagian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan tragian dan
satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal T

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a,
diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, y&ng
dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati.

Pasal B

(1) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf h,
terdiri dari :
a.. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan; dan
b. Asisten BidangEkonomi danPernbangunan.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), masing+nasing
dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugas poko$;

&.
b.
c.
d.



berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris
Daerah.

Pasal9

(1) Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dirnaksud
pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Hukum dan Organisasi;
c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
d. Bagian Kepegawaian.

(2) Asisten Bidang Ekonomi danPembangunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Bagian Sosial;
b. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Perlengkapan.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung iawab
langsung kepada Asisten yang membawahkannya.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)
huruf a, membawahkan:
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
c. Sub Bagian Otonomi Desa.

(2) Bagian Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (1) huruf b, membawahkan:
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum; dan
c. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

(3) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (1) huruf c, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyaringan Informasi, Sandi, dan Telekomunikasi,
b. Sub Bagian Pers, Peliputan dan Penyiaran; dan
c. Sub Bagian Protokol dan Hubungan antar Lembaga.

(4) Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)
huruf d, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
b. Sub Bagian Mutasi Pegawai; dan
c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Bagian yang membawahkannya.

Pasal 1L

(1) Bagian Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat" (2) huruf a,
membawahkan:
a. Sub Bagian Agama, Pendidikan, I(ebudayaan, dan

Ketenagakerjaan,
b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keluarga

Berencana; dan
c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.



(2) Bagian Perekonomian dan Pernbangunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal9 ayat(2) huruf b, membawahkan :
a. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
b. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II; dan
c. Sub Bagian Pembangunan.

(3) Bagian Keuangan sebagairnana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf
c, membawahkan:
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
c. Sub Bagian Perbendaharaan.

(4) Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat(2) huruf d, membawahkan:
a. Sub Bagian Administrasi Perkantoran;
b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
c. Sub Bagian Rumah Tangga.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal ini, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Bagian yang membawahkannya.

Pasal 12

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalarn organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6
ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.

(2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorangtenaga fungsional
senior di bidang keahlian yang sama yang pangkx dan jabatannya lebih
tinggi dari yang lainnya.

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional
yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya
terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga
fungsional.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dirnaksud dalam ayat
(2),ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi
perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 16

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keria.

BAB VT
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan
Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara
vertikal dan horisontal.

(2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan
baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara
satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan
instansi lain.

Pasal 18

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan
bimbingan, pengawasan, dan petunj uk-petunj uk.

(2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung
laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok
apar atur pemeri ntah kab upaten.

Fasal 19

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,
setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyarnpaikan laporan
berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung
Timur Nomor 15 Tahun 2004 tenang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2004 Nomor 15 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.



Pesal22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer:ah
Kabupaten Belitung Timu.r.

Ditetapkan di Manggar
pada unggal 30 Juli 2005

PJ. BUPATI BELITUNG TIMI]R,

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN

BAIDAWI RS

ARAN DAERAH KABTIPATEN BELITUNG TIMIJR TAHUN 2OO5 NOMOR 3
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LAMPIRAN : PERATURAN
NOMOR 3

DAERAH KABUPATEN BELITI.ING TIMUR
TAHUN 2AA5

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ASISTENBID.
EKONOMI &

PEMBANGTINAN

ASISTENBID.
ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

BAGIAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
PEREKONOMIAN&

PEMBANGT]NAN

BAGiAN
TATA

PEMERI].{TAHAN

SIIB BAGIAN
PENY.

INFORMASI,
SANDI& TELE-
KOMLINIKASI

S1'B BAGIAN
TIMI.IM

KEPEGAWAIAN

SI-IB BAGIAN
AGAMA, DIKBTJD

& KETENAGA-

SI.IB BAGIAN
PRODA

BIDANG I

SIIts BAGIAN
MUTASI

PEGAWAI

SUB BAGIAN
PEMMASY,

KESEHATAN&

SIIB BAGIAN
PEMBUKUAN &

\iERTFIKASI

SUB BAGIAN
BANTUAN &
DOK.HTJKIIM

ST]B BAGIAN
PEMUDA &
OLA}IRAGA

STJB BAGIAN
PEMBANGLINAN

SIJB BAGIAN
PERBENDA.

HAR,AAN

SLTB BAGIAN
TIMAH TANGGA

SUB BAGIAN
KELEIViBAGAAN

& KETATA-
LAKSAN_AAN

SUB BAGIAN
PROTOKOL&
HUBUNGAN

ANTARLEMBA.GA

SUB BAGIAN
OTONCh4I DESA
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